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BAB |
PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola

anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan
menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24
Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung. Inspektorat sebagai entitas akuntansi wajib
menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

;

1.1

O s LN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
Neraca;

Laporan Operasional (LO),

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan
keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas
hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan,
karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung
informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara
pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam
menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan
Keuangan (CalLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk
memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi
yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang
lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas.
Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain
memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas
pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan
posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi
pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan
sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
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1.2  Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

10.

1.
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025,



12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan Tahun Anggaran 2025 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (Cal.K) Kabupaten

Temanggung Tahun Anggaran 2022, secara sistematis terdiri dari:

BAB | : PENDAHULUAN

BAB Il : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
SKPD

BAB Il : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
SKPD

BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN SKPD

BAB V : PENUTUP
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2.1

BAB I

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum
tentang kinerja keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam
merealisasikan alokasi belanja untuk menunjang kegiatan pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di
daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah, yang telah
ditetapkan dalam APBD. APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
18 Tahun 2024 dan telah melakukan perubahan APBD dengan
ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2025. Inspektorat Kabupaten Temanggung telah mengalami
beberapa kali perubahan anggaran sehingga diperoleh anggaran akhir
sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Perubahan APBD
Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2025
KOODE NAMA REXKENING ANGGARAN ANGGARAN |BERTAMBAH/
REKENING PENETAPAN PERUBAHAN | BERKURANG
5 BELANJA DAERAH 22514918251 | 22550827553 | (35911.342)
s010 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 13814516261 13.850827.583| (35.911.342)
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATENKOTA
50101202 |[Admnsrasi Keuangan Perangkat Daerah 7164202435| 7612725820 (448 523 384)
la.oaoszos Admnsyasi Kepegawaen Peranghat Daersh | 2888000000  2.586.000.000 .
50101206 |Adminisras Umum Perangkat Daerah 1.660.000.000{  1.260.000.000] 400.000.000
60101207 |Pengadaan Sarang Mk Daerah Penumang |  1216.600000{ 1191375000] 25225000
Urusan Pemenniah Daerah
rcm 01208 |Penyediaan Jass Penumang Urusan 162315 400 152704358| 9512042
Pemernrtahan Daerah
60101209 |Pemetharaan Barang Mk Daerah 725797 415 748.022415] (22.225.000)
Penurgang Urusan Pemenmiahan Daerah
8.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN §.050.000000| 5.084,250.000| (34.250.000)
PENGAWASAN
60102201 |Penysienqgaraan Pengawasan Inemal 3.850.000.000| 3,850 000.000} -
60102202 |Penyeienggaraan Pengawasan dengan 1200000000] 1.234.250.000] (34.250.000)
Tuan Tenenu
60103 PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAN, 3650000000f 3615750000 34.250.000
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |
80103201 |Perumusan Kebyskan Tekns & Bdang 750,000 000 rsoooooool
dan Fastas Pengawasan
60103202 |Pencampngan dan Assens 2.900.000.000] 2865 750.000] 34 250000

Sumber : Inspektorat 2025

Dalam hal ikhtisar pencapaian target keuangan, anggaran
dalam pemenuhan kinerja pemerintah pada prinsipnya hanya meliputi
1 komponen pokok yaitu komponen belanja. Inspektorat Kabupaten
Temangung memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah, dan tugas pembantuan oleh perangkat
Daerah sehingga Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak memiliki

maupun mengelola komponen pendapatan daerah baik yang
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bersumber dari APBD maupun PAD Lainnya serta tidak memiliki
komponen pembiayaan. Perubahan pada anggaran Inspektorat
Kabupaten Temanggung merupakan pergeseran antar rekening dan
antar sub kegiatan guna memenuhi kebutuhan anggaran dan kinerja
pada masing-masing kegiatan.

Laporan Realisai Anggaran Inspektorat Kabupaten
Temanggung Tahun 2025 merupakan perbandingan secara garis
besar antara target sebagaimana tertuang dalam APBD dengan
realisasinya, perbandingan tersebut akan ditampilkan dalam Tabel
2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Laporan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2025
Kode

~ URAIAN ANGGARAN 2025 | REALISASI 2025 | 2025% | REALISASI 2024

) 2 3 4 5= (W3) 100 :
DAERAH 22550827 10.136.173.268,00| 4494 8.116.220071.00|
51 |BELANJA OPERASI 2136347255000 9.169.953.268,00 4292 7.589.745.071,00|
5101 [Belarys Pegaws 7 506 408 £20 00] 7 247 689 083 00{ 6.55] 6765 919 241 00|
102 Rararg dar g 13 857 062 773001 1 922 264 18500 1987|1222 825 830 00|
JUMLAH BELANJA OPERASI mnmm.n% umnuul{ an rmum,q]
52 |BELANJA MODAL 1.487.355.000,00  966.220.000,00( 81,37 126.475.000,00
2(C  [Belanis Modsl Poralaton dan Mesn| 1 187 355000 00{ 966 220 000,00 81,37 126475000,00]
JUMLAH BELANJA MODAL muluu,gl : 87 mawujq
BELANJA mmmn%ms.mxyi{ u.ui umt.di
Im mmu}.umnmp% 4495/ umm}

Sumber : LRA SIPD AKLAP Tahun 2025
Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025 realisasi belanja Inspektorat

Kabupaten

Temanggung  per

31

Desember

2025

adalah

Rp.10.136.173.268,00 atau 44,95% dari total anggaran yang ditetapkan
sebesar Rp.22.550.827.593,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan
sebesar Rp.2.019.953.197,00 atau 24,89% dari realisasi tahun lalu sebesar
Rp.8.116.220.071,00. Untuk realisasi anggaran per subkegiatan dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.3
Laporan Realisasi Anggaran
per Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025
NODE REXENING NAUA FERENING ANGOARAN | JUMLAH PEALISAS | FROSENTASE
PERLIZAHAN PENYERAPAN
5 DAERAH 2WE | WIBIB u
Eue " PEMUNIANG URLISAN SENERNT AMAN DAERAN DSOSV |  Ba el 5
ATENMDTA
{80t 01200 |Aanme veusrgen Peranaz Dawrar TennsEe | 7m0 5t
1601012020001 [Penyesasn Ca san Tusmncen ASN 750540 020 7247 86 023 % 55!
{5.01 91202 0002 Aomryas Feaesanasr Tugan ASN 108216 000 9500 i
{60101206 ASTreTEs apezawsE Ferangd Daeear 2895 000 200 290,404 907 1095
[E0012060000  [Pendokan dan Peiaiban Pogawa Derdamarkas Togas 82t Forgs| 2.806.000 000 250 304 W7 01
[s01 012 s U Fering Caetan 1 1260000000 121568 113 §6
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PROSENTASE
PENYERARAN
an
12,48
1184
1257
e
S—F:)
ELX )
e
n,ll
et
o
o:gi
1012000008 | Senyodase dacs Nomymkas, Suster Oyd A dan Live = on
40101203000)  |Fempeciasn jesa Perauman dan Fesenguasan Karer 3300 000 7330 568 |
[£2121200000¢  |Penyecasn asa Feupenen Umum ke SLIaMe] 868473 (A
£O101208 Perwtharaan Sararg Wik Daerae Femumging Ursses THh 032 &% 0 5% 35 a,-l
163101 2 08.2001 Ferrpecas Jms Pemettarasr 3071 Fenetansen O Pam ST 0T as nn
arcaaar Farorangsn Dnae S3y Kendyrssn Dran Jstatan
801012000008  |Pewwiharamn Mete 21000006 245 200 »n
gnngu Pemwtarain P sdan San Vesr Lantys 73 900 000 12671 5% 15,10
Q01012050008 | FeewitaraanFeracitun Gecus; <t dan Bangunan Lienys 43225 o X 052 0% na
BO1012050000 [FemeinananFenstias Saans a0 Frasaens Je0urg anor 2% 20 0% 02000 wn
=
so1@ FROORAM PENYELENGOARAAN PENGARASAN 8 084 250 000 @anoam 13X
60102201 Peryencoaaan Feecienia e 3 530 000 000 £ 188 78) L )
$01522010001 _ IPengawanen winens Pemenrian Daetan 22200 LT LA
8.0152 201 0003 e Lo 1900 000 000 5 &7
82102201004 IR : s 1 000 000 000 saas LAl
801222010008 ey 520000 000 5625 000 (%)
ey 1500 000 200 250 sal
1.234 250 000 WM  ue
140152 292 0001 . g e £ 000 000 G 047
10020002 [Pengaensse sengan Tusan Temrsy €34 250 00 K 405 ¢ 2 ¥3)
o1t PROSFAN FERLARIBAN «EBUALAN FENDAMPINGAN DAN 3615 750 0% 30820 794 53|
Mnwam [Peramar Twrs & dan F asitan T$Q 000 00 IS o
60123201000t Ferumusn setysar Tero 6 S0ang Fempewmsen 7$3.000 000 I8 2% o8
Mmzm Pendarprger & Asawne 2685 760 000 26 026 553 L%
0102020000 |Perdampegen, Aamuns, Verlias, cun Puekasn Petrmas 130000000 ] 160736 a3 0
5.51.08 2.02 9003 RIOIRAE. MONICITY 80 EVas WS Vel Pencaganes 045 750 000 23% 084 208 N
| Fembenrtasan
TN T 0 e et o s e v T T —

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang

Telah Ditetapkan

Pada Tahun 2025 hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian
target penyerapan anggaran adalah adanya efisiensi sesuai surat
edaran nomor 903/009 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBD
Tahun Anggaran 2025 serta surat Sekretaris Daerah nomor
900/4/2025 tentang Pelaksanaan Efisiensi Belanja.

Pada surat edaran nomor 903/009 Tahun 2025 dilakukan pemotongan
anggaran pada setiap OPD di Kabupaten Temanggung dimana setiap
jenis belanja mengalami efisiensi dengan rate 10-100%. Inspektorat
sendiri tidak mengalami pemotongan anggaran terkait pemenuhan
Mandatori  Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention
(MCSP), dimana anggaran Inspektorat diharuskan memiliki proporsi
minimal 0,5% dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2025.
Sedangkan menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah nomor
900/4/2025, Inspektorat melaksanakan efisiensi belanja melalui
pengurangan frekuensi kegiatan perjalanan dinas, membatasi jumiah
personil pelaksana perjalanan dinas serta memberikan uang harian
maksimal 50% yang tercantum dalam Perbup Nomor 38 Tahun 2024
tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun
Anggaran 2025 yang diberlakukan mulai 16 Mei 2025. Selain itu
Inspektorat melakukan efisiensi anggaran dengan membatasi kegiatan
yang menggunakan fasilitas hotel.
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BAB Il

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1.  Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan

SKPD
31.1.

3.1.2.
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Pendapatan - LRA

Seperti yang dijelaskan pada Bab |l Inspektorat Kabupaten
Temangung memiliki tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dan tugas
pembantuan oleh Perangkat Daerah sehingga Inspektorat
Kabupaten Temanggung tidak memiliki maupun mengelola
pendapatan daerah baik yang bersumber dari APBD maupun
PAD Lainnya.

Belanja - LRA

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas Belanja operasi,
Belanja modal, Belanja tidak terduga dan Belanja transfer.
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi
manfaat jangka pendek.

Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2025 hanya
memiliki klasifikasi belanja operasi dan belanja modal yang
dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2025

- URAIAN ANGGARAN 2025 | REALISASI 2025 |  2005% | REALISAS! 200¢

D 2 S 2 3 T-m e T
151 OPERASI 21.363.472593,00] 5168 953.264,00 Qnl 159780010
5101 |Beleng Pegawn 7506 406 820 00| 7 247 559 083 00f 56| 6 766 919 241 00
5102 |BeepBacangdandesa | 1385706277200] 1922264 185 00 a7| 1222 805 830 064
JUMLAN BELANJA OPERASI amcmmo% uasmuplr _agf_r_g._:gl_r_tﬂ

Sumber : LRA SIPD Aklap Tahun 2025

Realisasi belanja operasi Inspektorat Kabupaten
Temanggung adalah Rp.9.169.953.268,00 dari total
anggaran senilai Rp.21.363.472.593,00 atau 4292%.
Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar
Rp.1.180.208.197,00 atau 14,77% dari realisasi belanja
operasi tahun lalu sebesar Rp.7.989.745.071,00. Realisasi
belanja operasi sendiri terbagi menjadi dua jenis rincian yaitu
belanja pegawai sebesar Rp.7.247.689.083,00 atau 96,55%
dari total anggaran belanja pegawai sebesar
Rp.7.506.409.820,00 dan belanja barang dan jasa sebesar
Rp.1.922.264.185,00 atau 13,87% dari total anggaran belanja
barang jasa sebesar Rp.13.857.062.773,00.



3.13.

314
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Sedangkan realisasi belanja modal dapat dilihat sebagai
berikut :

Tabel 3.2
Belanja Modal
Tahun Anggaran 2025
M — |
ke URAJAN ANGGARAN 2025 wuuaa 02 afmusaa
1 2 3 ‘4 5= [0y 100 [

BELANJA MODAL 1.187.385.000.00  $66.220.000,00 B30 126.475.000.08

200 [Beturys Mol Puralatan dar Meser] 1 187 355 000 965 220 000, 0¢ SLIT] 126475 000 00|
JUMLAH BELANJA MODAL | 1.187.385. 965.220.000, BT 12647500000

Sumber : LRA SIPD Akiap Tahun 2025

Realisasi belanja Tahun 2025 tanpa BOP adalah sebesar
Rp.966.220.000,00 atau 81,38% dari total anggaran
Rp.1.187.355.000,00 dimana mengalami kenaikan belanja
sebesar Rp.839.745.000,00 atau sebanyak enam kali lipat
dari jumiah belanja Tahun 2024 sebesar Rp.126.475.000,00.

Sisa anggaran yang tidak terbelanjakan sebesar 55,05% dari
Pagu Anggaran Tahun 2025, terdiri dari sisa anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota sebesar Rp.4.904.385.12500 vyang
merupakan anggaran yang bersifat penyediaan sehingga
belanja disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk sisa anggaran
Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar
Rp.4.423.439.998,00 dan program Perumusan Kebijakan,
Pendampingan Dan Asistensi sebesar Rp.3.086.829.202,00
merupakan akumulasi dari beberapa sisa Sub Kegiatan per
program, sisa tersebut merupakan hasil pelaksanaan
efisiensi, namun demikian sasaran kinerja program dan
kegiatan telah tercapai 100%.

Pendapatan - LO

Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan instansi
yang bertugas sebagai pengawas sehingga tidak mengelola
pendapatan.

Beban - LO

Menurut PSAP 12 tentang Laporan Operasional Klasifikasi
ekonomi beban LO untuk pemerintah daerah terdiri dari
beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset
tetap/amortisasi,beban bunga, beban subsidi, beban hibah,
beban bantuan sosial, dan beban tak terduga.

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomis atau
potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan
ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset
atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban LO adalah Beban yang merupakan
konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah
dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama
1 (satu) tahun, beban tersebut tidak termasuk pembayaran
barang/ jasa pada tahun sebelumnya. Beban LO Inspektorat
Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 dapat dilihat

sebagai berikut :
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Tabel 3.3

Beban Laporan Operasional

Tahun Anggaran 2025
Kode Rekening| Uraian 05 24
[xsoutm OPERASIONAL
| :
8 |BEBAN 9.338 697 425,95 8.110.601.747,00
8.1 |BEBAN OPERASI 9.136.605.851 66| 8.024.415.212,00
{8.1.01 |Beban Pegans 7.253 627 741,00, 5.797 924 872.00
8102 __|Beban Barang dan Jasa 1,882 978 110,68| 1.226 450.340.00
JUMLAH BEBAN OPERASI 9.136.605 851 66’ 8.024.415.212,00
2108 Beban Penyusutan dan Amortisasi 20200157429 96.106.535,00)
JUMLAH Beban Penyusutan dan 20209157429  86.186.53500
Amortisasi
JUMLAH BEBAN 9.338.697.425,95 8.110.601.747,00,
SURPLUSIDEFISIT-LO 9338697 425,95 $.110.601.747 .00,

Sumber : Laporan Operasional SIPD AKLAP Tahun 2025
a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan saldo beban pegawai per 1
Januari sd 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar
Rp.7.253.627.741,00 realisasi tersebut mengalami
kenaikan sebesar Rp.455.702.869,00 atau 6,70% dari
realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar
Rp.6.797.924.872,00. Beban pegawai-LO disajikan
dengan basis akrual yaitu pengakuan beban pegawai
terjadi pada saat timbulnya kewajiban sehingga nilai
beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang
dibayarkan pada Tahun 2025 dan tidak termasuk
pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya
dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi
pada Tahun 2025.

Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa per 31 Desember 2025 sebesar
Rp. 1.882.978.110,66 merupakan jumiah barang dan jasa
Tahun 2025 dikurangi dengan belanja barang dan jasa
yang dikapitaliasi menjadi aset dan tidak termasuk
pembayaran atas belanja barang dan jasa tahun
sebelumnya ditambah dengan jumlah persediaan pada
Tahun 2025. Pada Tahun 2025 beban barang dan jasa
mengalami kenaikan sebesar Rp.656.487.770,66 atau
53,53% dari realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.
1.226.490.340,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi pada Tahun 2025
adalah sebesar Rp.202.091.574,29 mengalami kenaikan
Rp.115.905.039,29 atau 134,48% dari realisasi Tahun
2024 sebesar Rp.86.186.535,00. Beban amortisasi
merupakan nilai pengurangan atau penurunan nilai dari
aktiva yang tidak berwujud. Sedangkan Beban
penyusutan adalah biaya penyusutan dalam suatu aset
berwujud dikarenakan adanya penurunan nilai manfaat
ekonomi.
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Aset
A. Aset Lancar
1. Kas dan Setara Kas
a. Kas di Bank Rp. 0,00
b. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00
Jumiah Rp. 0,00

Saldo kas dan setara kas pada Bendahara Pengeluaran
Inspektorat Kabupaten Temanggung baik kas di bank
maupun kas tunai pada akhir tahun telah disetor
seluruhnya pada rekening Kas Daerah. Sehingga saldo
kas per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar
Rp.0,00

. Persediaan

Akun persediaan menggambarkan jumiah persediaan
barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh
dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional.
Jumilah persediaan pada Tahun 2025 adalah sebesar
Rp.56.694.064,34 realisasi tersebut mengalami kenaikan
rata-rata dua kali lipat dari nilai persediaan Tahun 2024
yaitu sebesar Rp.23.157.990,00. Berikut rincian bahan
pakai habis per 31 Desember 2025 :

Tabel 3.4
Persediaan per 31 Desember 2025
Tahun Anggaran 2025
Kode Rekening Uraian 2028 204
1112 Im LR R 215799000
109200 |Barang Paba Hads 55554 054 3 2157 %0 W
reene AlstBahan Ustuk Kegatan Kanor S0 N 2315759000
119201030001 [Alst Tuks Kanor 21 257 15 0 8107 0000
111201530002|Kmb<:o~ 225297 R S.577 500,00
mzomm]mw 745.000.00 224500000
mzmcam]mm 1040.000.00 740.000.00
mzcmooos]smmw 10174824 42 1962 500,00
1 |2c103,0007pwm 3281 567 80| $85.990.00
JUMLAN l.l.lull AWMI
Sumber : Neraca SIPD AKLAP Tahun 2025
B. Aset Tetap
Pada Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Temanggung
melaksanakan belanja modal sebesar
Rp.966.220.000,00 yang terdiri dari :
Tabel 3.5

Daftar Belanja Modal Inspektorat Kabupaten Temanggung

per 31 Desember 2025

— —_

e ] ece Beana surviah | Setaan | Wargs Per Tetal L Yot e

.91 01 337 0001 £ 3 00 32 |liwdargs Modsr Kandaraen Tvaa ' wa wu:mn 0 e ~te
s we | Jmonin| wxe g it
4 | ws | 32500000 DNO000] s hace

MO o00S 530 ——
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Sumber : Inspektorat 2025

Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapatkan mutasi
aset dari Sekretariat Daerah berdasarkan SK Bupati
Temanggung nomor 030/234 Tahun 2025 berupa 2 unit
bangunan gedung yang masing-masing senilai
Rp.113.400.000,00 untuk bangunan bertingkat di jalan A.
Yani No 32 dan 150.700.000 bangunan tidak bertingkat
yang berada di kompleks kantor Setda (belakang kantor
Inspektorat) serta 1 (satu) unit Handphone (HP) merk
Xiaomi Redmi 13 Nomor Seri 56413/14WD04526 senilai
Rp.1.970.000 dari BPKPAD. Akumulasi penyusutan awal
Tahun 2025 pada aset tetap peralatan dan mesin adalah
sebesar Rp.2.124.342.025,00 sedangkan akumulasi
penyusutan akhir tahun diperoleh Rp.2.463.945.599 29.
Sehingga diperoleh jumliah aset tetap sebesar
Rp1.128.989.805,71 dimana mengalami kenaikan
Rp.892.686.425,71 atau tiga kali lipat dari jumiah aset
Tahun 2024 sebesar Rp. 236.303.380,00. Detail aset akhir
Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2025

Kode Uraian 2025 2024
1302 Peralatan dan Mesin | 3.303.165.805,00| 2.334.975.805,00
1303 Gedung dan Bangunan | 264.100.000,00|

1305 Aset Tetap Lainnya 25.660.600,00]  25.660.600,00
1307 Akumulasi Penyusutan | -2.463.045 509,20 -2 124.342.025,00

JUMLAH ASET TETAP | 1.128.989.805,71|  236.303.380,00

Sumber : Neraca SIPD AKLAP Tahun 2025

C. Barang Ekstrakomptabel
Barang Ekstrakomptabel merupakan aset tetap yang
nilainya dibawah batas materialitas aset dicatat secara
terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel dan bukan




neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB). Daftar
barang ekstrakomptabel adalah daftar barang milik
kapitalis. Pada Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten
Temanggung tidak mengalami penambahan barang
ekstrakomptabel. Berikut daftar barang ekstrakomptabel

pada akhir Tahun 2025:

merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di
daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria

Tabel 3.7
Barang Ekstrakomptabel
Inspektorat Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2025
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Sumber : SIMBADA Tahun 2025

Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu
kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
Pada tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Temanggung hanya
memiliki kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek
menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo
dalam waktu kurang dari satu tahun. Pada akhir tahun 2025
Inspektorat Kabupaten Temanggung memiliki kewajiban
Rp.274.612.339,00 yang terdiri dari Utang Belanja Tambahan

Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
Rp.263.952.339,00 dan Utang Belanja Tambahan
Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja  ASN

Rp.10.660.000,00 realisasi tersebut mengalami kenaikan
Rp.188.658,00 atau 0,69% dari realisasi anggaran Tahun
2024 sebesar Rp.274.423.681,00. Detail utang Inspektorat
Kabupaten Temanggung pada akhir Tahun 2025 adalah
sebagai berikut:
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Tabel 3.8

Utang Jangka Pendek
Inspektorat Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2025
_ Kode Rebaning | Uraian s | md |
2 KE Daan e
i 5 JANGKA PENDEX B P
2106 g Gelana 748123900 27442368100
21.0801 Amng Belanya Pegren 77451233000 268 573 68" 00|
21080102 Ntang Belarga Tambahan Penghasien ASN Z4817236.00] 264 673881.00|

21080102 0001 JUtang Selarys Tambatan Penghasian berdasarkan Beban Keqs ASH- mmnm] mmwm]

SR berdanarkan Beben PNS
2 1.08.01.02 0005 Fu‘vmmm“mm mmmml ummn]
ambahan Pengtanian berdasarian Kondm Kens PNS

210802 Belanje Barmng dan Jasa =1 _— 0 575000000
21000 Beiarya Jsa 0| $750000.00|
21080202 0028 tang Belarya Jasa Kanor-Jasa Tenaga Admesvas: 0| 4000000.00]
[2.1.08.02.02 0033 Utang Belarya Jasa Kantor-Jana Tanaga Supe 0| 1.750000.00|
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEX 2461233800 274423568100

Sumber : Neraca SIPD AKLAP Tahun 2025

Ekuitas Dana

Pada awal Tahun Inspektorat Kabupaten Temanggung
memiliki ekuitas awal sebesar (Rp.14.962.311,00).
Surplus/Defisit LO selama Tahun 2025 sebesar
(Rp.9.338.697.425,95) yang berasal dari nilai Beban Operasi
TA 2025 adalah Rp.9.136.605.851,66 ditambah dengan
Beban penyusutan dan Amortisasi sebesar
Rp.202.091.574,29. Sedangkan jumlah ekuitas untuk
dikonsolidasikan adalah Rp.10.136.173.268,00. Sehingga
nilai akhir ekuitas adalah Rp.782.513.531,05. Detail ekuitas

awal dan akhir pada Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Ekuitas

Inspektorat Kabupaten Temanggung
per 31 Desember 2025

Kode Rekening  Uraian 2025 2024
3 IEKUITAS 78251353105 -14.962.311,00
31 EKUITAS 78251353105  -14.962.311,00
3101 Ekuttas -9.353,650.736,95| -8.131.182.382,00
3.1.03 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan | 10.138.173.268,00| 8.116.220.071.00

| JUMLAH EKUITAS 782.513.531,05  -14.962.311,00

Sumber : Neraca SIPD AKLAP Tahun 2025

[ URAIAN [ = | =
DUNASANL . MR 203008800
= : e} AINONT AN 41100017470
|Rx PPRD mmmunol 8118.2200M1

0
[EXUITAS AKHR | TE251353108]  -14.962311.00]
Sumber : LPE SIPD AKLAP Tahun 2025

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan
Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan
Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas
Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada

SKPD.
Tidak ada pengungkapan lain atas pos pos belanja.
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BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN SKPD

Inspektorat Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Tugas dan Fungsi Inspektorat dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2023 tentang Tugas
dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung. Untuk
melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas,
Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya,

c. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas

penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat;

Penyusunan laporan hasil pengawasan;

Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi,

Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi,

Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati

sesuai dengan fungsinya.

Se=ea

Gambar IV.1
BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG

BAAN BOA A LR . ERET R BT P
L S R W T X0
T YN0 A TR
SR Sty 4T IR A
NONE T Thea M 20 TENTAMD
SETLOMAN SIS NN BN
CTAM VTR ALFUA PR AT DA

Uraian tugas dan fungsi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan
Kepala Sub Bagian sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai
berikut:
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Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat

Daerah. Untuk melaksanakan tugas di atas Inspektur mempunyai

fungsi:

¢ perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan,

¢ pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya;

¢ penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Bupati dan/atau Gubermnur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat;

¢ penyusunan laporan hasil pengawasan,

¢ pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

% pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

% pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

¢ pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan fungsinya.

Sekretaris

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat memiliki tugas
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian,
pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Inspektorat. Sekretariat mempunyai fungsi:
¢ penyiapan bahan dan data dalam rangka kegiatan dan
pembinaan teknis fungsional di lingkungan Inspektorat;
¢ pengoordinasian, penyusunan dan pengendalian rencana
program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
¢ penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan
hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat
pengawas fungsional daerah;
¢ penyusunan, penginventarisasian dan pengorganisasian data
dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan
masyarakat;
¢ penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian
intern pemerintah dan pengelolaan informasi di lingkungan
Inspektorat.
Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Inspektur, Sekretariat dipimpin oleh
Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawabhi :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan,
pengelolaan keuangan, Evaluasi dan pelaporan di lingkungan
Inspektorat.
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Dalam melaksanakan tugas Kepala Subag perencanaan dan
Keuangan mempunyai fungsi :

L4

L K 2R 2R 4 L 2

<

menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan,
serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
perencanaan;

menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
teknis di bidang perencanaan dan keuangan,

menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang keuangan;

menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan
program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program
dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;

menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang
perencanaan;

menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;

menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di
bidang keuangan;

menyiapkan bahan Evaluasi dan pelaporan di bidang
perencanaan dan keuangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, Evaluasi dan

pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Subag Umum dan

kepegawaian mempunyai fungsi:

¢ menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan,
serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;

% menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
umum dan kepegawaian;

¢ menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian,

% menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di
lingkungan Inspektorat;

< menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di
lingkungan Inspektorat;

< menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di
lingkungan Inspektorat;

¢ menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di
lingkungan Inspektorat;
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menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan
dokumentasi di lingkungan Inspektorat;

menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan
ketatalaksanaan di lingkungan Inspektorat;

menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional
Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi
Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona
Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai
Inspektorat;

menyiapkan bahan dan pengoordinasian
pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
menyiapkan bahan Evaluasi dan pelaporan di bidang
umum dan kepegawaian; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, menghimpun,
mengolah, melaksanakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan
di bidang evaluasi dan pelaporan, meliputi:

@
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menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan
serta anggaran di bidang evaluasi dan pelaporan,
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
evaluasi dan pelaporan,

menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
menyiapkan bahan pengumpulan, pendokumentasian
tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
mengoordinasikan evaluasi laporan hasil pengawasan;
menyiapkan bahan pengolahan data hasil pengawasan;
menyiapkan bahan administrasi penyelesaian tindak lanjut
pengaduan masyarakat;

menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil
pengaduan masyarakat yang dilimpahkan ke Kabupaten;
menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil
pemeriksaan APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan;
menyiapkan bahan penyusunan ikhtisar laporan hasil
pengawasan APIP,;

menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah;
menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
evaluasi dan pelaporan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu |
Inspektur Pembantu | mempunyai tugas pengawasan internal terhadap
kinerja, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di bidang
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Pengawasan Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan Tugas
Inspektur Pembantu | mempunyai fungsi :

°

°
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pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan
pemerintahan Daerah;

pelaksanaan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren dan tugas pembantuan;
pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, Evaluasi, dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;

pelaksanaan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan
bidang pemerintahan daerah;

pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
pelaksanaan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Perangkat Daerah;

pelaksanaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten, verifikasi dan validasi bukti dukung Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten,

pelaksanaan Reviu Rencana Kerja, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah;

pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik
Perangkat Daerah;

pelaksanaan monitoring dan Evaluasi capaian Standar Pelayanan
Minimal pada Perangkat Daerah;

pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait
penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

4. Inspektur Pembantu ||
Inspektur Pembantu || mempunyai tugas pengawasan internal terhadap
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.Dalam melaksanakan tugas Inspektur
Pembantu || mempunyai fungsi:

@
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pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan reformasi birokrasi;
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang reformasi birokrasi;
pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang
reformasi birokrasi;

pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan
pengawasan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten,
pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi;

pelaksanaan pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi,

pengoordinasian kegiatan pembangunan budaya integritas;
pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
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pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan LHKPN;
pelaksanaan verifikasi LHKASN;

pengoordinasian kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP;
pelaksanaan penilaian zona integritas;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi
nasional pencegahan korupsi; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

5. Inspektur Pembantu Il
Inspektur Pembantu Ill mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan
internal Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah.Dalam melaksanakan
Tugas Inspektur Pembantu Il mempunyai fungsi :

@
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pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan bidang
Akuntabilitas Keuangan Daerah;

pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan bidang
Akuntabilitas Keuangan Daerah;

pelaksanaan pembinaan pengawasan bidang Akuntabilitas Keuangan
Daerah;

pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang
Akuntabilitas Keuangan Daerah;

pelaksanaan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan
Ganti Rugi;

pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran maupun Rencana
Kerja dan Anggaran Perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
pelaksanaan reviu dana alokasi khusus fisik;

pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
pelaksanaan reviu dan audit dana Bantuan Operasional Sekolah;
pelaksanaan pemeriksaan belanja hibah bantuan sosial,

pelaksanaan audit pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten pada Perangkat Daerah; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

6. Inspektur Pembantu IV
Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan
internal Bidang Kinerja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas
Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi :
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pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan Bidang
Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah;

pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan Bidang
Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah;

pelaksanaan pembinaan pengawasan,

pelaksanaan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
bidang Kinerja Perangkat Daerah;

pelaksanaan audit pelayanan publik Perangkat Daerah;

pelaksanaan audit kinerja Perangkat Daerah,

pelaksanaan audit kinerja Badan Usaha Milik Daerah;

pelaksanaan audit kinerja Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah
Pertama;
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¢ pelaksanaan audit kepatuhan unit kerja pengadaan barang/jasa;

< pelaksanaan audit kinerja, Dana Desa/Keuangan Desa dan bantuan
keuangan kepada Pemerintah Desa;

¢ pelaksanaan konsultansi kepada Pemerintahan Desa;
¢ pelaksanaan audit kinerja pengelolaan aset daerah; dan
¢ pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

7. Inspektur Pembantu Khusus
Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan
untuk tujuan tertentu. Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu
Khusus mempunyai fungsi :
¢ pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
¢ pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan khusus;
pelaksanaan pengawasan atas aduan masyarakat;
pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
pelaksanaan audit atas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
pelaksanaan audit atas pelanggaran kepatuhan pelaporan harta
kekayaan pejabat negara dan pelaporan harta kekayaan aparatur sipil
negara;
pelaksanaan probity audit;
pelaksanaan audit investigasi;
pelaksanaan audit forensik;
pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait
penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten;
pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi Inspektorat Provinsi atas
laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian
keuangan negara/daerah; dan
% melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
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8. Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat ditetapkan
menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.
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BABV
PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan merupakan bagian
dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang
didalamnya melaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan,; ;
2. Penjelasan pos - pos laporan keuangan;
3. Penjelasan atas informasi non keuangan.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab | sampai dengan Bab IV
diatas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para
pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi
masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, serta
Pemerintah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2025. Laporan ini diharapkan dapat
dipergunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan dapat dikonsilidasikan dengan
laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan
Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 19 Februari 2026

; bina Utama Muda
NIP. 196612111994031005
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